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ABSTRAK

Pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri dapat dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas rumah negara, tetapi tidak semua Pegawai Negeri Sipil memperoleh fasilitas tersebut. Keppres No. 14 Tahun 1993 memungkinkan Pegawai Negeri Sipil memperoleh bantuan dana berupa uang muka pembelian rumah yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dan sebagian biaya untuk membangun rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanah di tempatnya bekerja. Di dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitis agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa memperoleh dana bantuan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil merupakan hak Pegawai Negeri Sipil dengan terlebih dahulu melaksanakan kewajiban berupa tabungan yang dipotong dari gaji setiap bulan. Perolehan dana ini harus melalui tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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HOUSING AVAILABILITY FUNDED BY TAPERUM BASED ON 

KEPPRES NO. 14/1993 ON HOUSING FOR CIVIL SERVANTS
ABSTRACT
Housing availability for civil servants can be provided by public housing facility. However, it is not available for every civil servant. Keppres No. 14/1993 gives an opportunity for the civil servant to obtain civil support as down payment throngh housing credit facility, and the civil servant who has already owned land at the place where they work, they are supported a half amount of the expenses to built a house. This research used analytical descriptive method to obtain a clear view of housing saving for the civil servant as a whole. The approach used was normative legal approach on regulations related to housing saving for the civil servant. The result of the research concludes that it is the right of civil servant to obtain supporting funds for housing saving with the obligaton of saving cut from their salaries every month. The procedur of obtaining the fund must be based on the property by means of applicable regulations.
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